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                     PUTUSAN

Nomor 0256/Pdt.G/2018/PA.Tlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama Taliwang  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama telah  menjatuhkan  putusan  atas  perkara  Cerai

Gugat antara: 

Nama :  Penggugat

Tempat/Tanggal Lahir : Taliwang 25 September 1993

Kewarganegaraan : Indonesia

Nomor Pasport : AT 213630

Pekerjaan : Tenaga Kerja Indonesia di Hongkong

Agama : Islam

Alamat di Hongkong :  ROOM  1621.16/F  WU  YUET  HOUSE  WU  KING

ESTATE TUEN MUN NT. HONGKONG. 

Dengan ini memilih domisili hukum pada kantor Kuasanya , sebagaiman tersebut

dibawah ini dengan memberi kuasa kepada :

KUASA PENGGUGAT,   Warga Negara  Indonesia,  Advokat  yang  berkantor  di

Lap. Persaudaraan Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, NTB

Indonesia,  dengan  No.  kartu  peradi   91.10206,  HP.   (  082147158559). yang

terdaftar  dalam  register  kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Taliwang  Nomor

35/Surat Kuasa/ 2018, tanggal  19  September  2018, untuk selanjutnya disebut

sebagai Penggugat;

 

M E L A W A N

Tergugat  ,  Umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan  Swasta, yang bertempat

bertempat  tinggal  di  di  Rt.015  Rw.05  Desa  Tepas,  Kecamatan  Brang  Rea,

Kabupaten Sumbawa Barat.,  selanjutnya disebut sebagai Tergugat; 
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Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah  mendengarkan keterangan Penggugat  dan saksi-saksi  serta  memeriksa

alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

 

Bahwa, Penggugat  berdasarkan  surat  gugatannya  tertanggal  19

September  2018 yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Taliwang  dengan  Register  Nomor   0256/Pdt.G/2018/PA.Tlg.,  tanggal  19

September  2018, dengan alasan/dalil -dalil Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah

yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Brang

Rea   Kabupaten  Sumbawa  Barat   pada  tanggal  17  Pebruari  2013

berdasarkan  Kutipan  Duplikat  Akta  Nikah  nomor   134/

KUA.19.09.05/PW.01/09I/2018 tanggal 3 September 2018 terlampir;

2. Bahwa setelah menikah penggugat  dan tergugat  tinggal  dirumah

orang tua Penggugat di Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang;

3.  Semula Penggugat dan Tergugat hidup dalam suasana bahagia

dan harmonis dan sudah bergaul  sebagaimana layaknya suami istri  dan

dikaruniai 1 orang anak yang bernama :

 ANAK  PENGGUGAT DENGAN  TERGUGAT     berumur

5 Tahun.

Dan sekarang anak didalam asuhan Tergugat.

4. Bahwa  sejak  pada  tahun  2013  hubungan  Penggugat  dengan

Tergugat  sering  terjadi  pertengkaran  dan  namun  dengan  kesabaran

Penggugat semuanya dapat diselesaikan dengan perdamaian;

5. Pada  sekitar  bulan  januari  tahun  2014  puncaknya  Penggugat

mengalami kekerasan secara mental dari tergugat sampai penggugat tidak

tahan dan Tergugat menyatakan thalak secara lisan kepada Penggugat dan

melaporkan peristiwa tersebut pada orang tua Penggugat;

6. Dan sejak saat itu penggugat sudah tidak memberikan nafkah lahir

dan  bathin,  serta  sudah  tidak  ada  komunikasi  lagi  antara  Penggugat

dengan Tergugat;
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7. Dan akhirnya Penggugat berangkat menjadi TKI di Hongkong sejak

april 2015 sampai sekarang dan tidak pernah pulang sampai sekarang;

8. Bahwa  penyebab  pertengkaran  sebelum  Penggugat  berangkat

menjadi TKI adalah tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas.

 Bahwa Tergugat  sering bermain judi.

 Bahwa Tergugat sering bertindak kasar pada Penggugat

 Tergugat  menyatakan  thalak  secara  lisan  kepada

Penggugat

9. Bahwa  upaya  perdamaian  telah  dilakukan,  akan  tetapi  tidak

berhasil.

Bahwa  berdasarkan  alasan  tersebut  diatas,  maka  penggugat  mohon

kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama Sumbawa  Besar  Cq,  majelis  hakim

yang  mengadili  perkara  ini  agar  berkenan  menerima  dan  memeriksa  serta

mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagi berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

2. Menjatuhkan  Thalak  Satu  Ba.in  Sugra  tergugat  atas

penggugat;

3. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

 Dalam hal majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil

adilnya.

Bahwa,  pada hari  persidangan yang telah  ditetapkan,  Penggugat  hadir

sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh

orang  lain  sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah  untuk  hadir  di  persidangan,

meskipun  telah  dipanggil  melalui  oleh  Jurusita   Pengadilan  Agama Taliwang,

Tanggal dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan

oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa,  oleh  karena  Tergugat  tidak  hadir  di  persidangan,  maka  upaya

mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa,  Majelis  Hakim  telah  berupaya  mendamaikan  dengan  cara

memberikan  masukan  kepada  Kuasa  Penggugat untuk  mengupayakan

Penggugat kembali   rukun  dan  membina  rumah  tangganya  dengan  Tergugat

akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil,  selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan
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dengan  pembacaan  surat  gugatan  Penggugat  yang  dilakukan  dalam  sidang

tertutup  untuk  umum  yang  isi  dan  maksudnya  tetap  dipertahankan  oleh

Penggugat;

Bahwa,  guna  meneguhkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat 

1 Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Penggugat Nomor

5207026509940003, tanggal 28 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Provinsi

Nusa Tenggara Barat,  Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut  telah

ditempel  dengan  meterai  secukupnya  dan  dinazagelen  oleh  petugas  Pos

serta  dilegalesir  oleh  Panitera  Pengadilan  Agama  Taliwang  dan   telah

dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai,  lalu  oleh  Ketua  Majelis

diberi tanda P.1;

2 Fotokopi  Duplikat  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  B-134/Kua

19.09.05/PW.01/09/2018, tanggal 03 September  2018, yang dikeluarkan oleh

Kepala Kantor  Urusan Agama Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa

Barat, bukti surat tersebut  telah  ditempel dengan meterai secukupnya dan

dinazagelen  oleh  petugas  Pos  serta  dilegalesir  oleh  Panitera  Pengadilan

Agama Taliwang dan  telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. Saksi  Penggugat, umur  30  tahun, Agama Islam,  Pekerjaan wiraswasta,

tempat  kediaman  di  Dusun  Tal,  RT.  002/RW.  004,  Desa  Juran  Alas,

Kecamatan Alas,  Kabupaten Sumbawa, memberikan keterangan di bawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : 

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat  karena saksi adalah

sepupu dua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami    istri

yang menikah pada tahun 2013;

- Bahwa setelah  menikah  Pengggugat  dengan  Tergugat  tinggal  di

rumah orang tua Penggugat di  Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat

dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
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- Bahwa  sepengetahuan  saksi  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat semula rukun dan harmonis,  namun sejak tahun 2015 mulai

tidak harmonis; 

- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Penggugat dengan Tergugat

bertengkar  ketika  saksi  kerumah  Penggugat  dengan  Tergugat,  dan

pada saat itu Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;

- Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras dan berjudi;

- Bahwa  sejak  tahun  2015  Tergugat  pergi  meninggalkan  rumah

kediaman bersama dan sejak saat itu tidak ada kabarnya lagi dan tidak

diketahui alamatnya;

- Bahwa  sejak   Tergugat  pergi  dari  rumah  kediaman  bersama

Penggugat juga berangkat sebagai Tenaga Kerja Wanita Ke Hongkong;

- Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama

dengan orang tua Penggugat;

2. Saksi  Penggugat, umur  32  tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta,

tempat kediaman di Dusun Kalimanggo, RT. 002/RW. 006, Desa Kalimanggo,

Kecamatan Alas,  Kabupaten Sumbawa, memberikan keterangan di bawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : 

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat  karena saksi adalah

teman Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami    istri

yang menikah pada tahun 2013;

- Bahwa setelah  menikah  Pengggugat  dengan  Tergugat  tinggal  di

rumah orang tua Penggugat di  Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat

dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa  sepengetahuan  saksi  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat semula rukun dan harmonis,  namun sejak tahun 2015 mulai

tidak harmonis; 

- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Penggugat bahwa  Penggugat

dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat berkata kasar

kepada Penggugat dan sering minum-minuman keras;

- Bahwa  sejak  tahun  2015  Tergugat  pergi  meninggalkan  rumah

kediaman bersama dan sejak saat itu tidak ada kabarnya lagi dan tidak

diketahui alamatnya;
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- Bahwa  sejak   Tergugat  pergi  dari  rumah  kediaman  bersama

Penggugat juga berangkat sebagai Tenaga Kerja Wanita Ke Hongkong;

- Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama

dengan orang tua Penggugat;

Bahwa,  selanjutnya  Penggugat  menyampaikan  kesimpulannya  secara

lisan yaitu tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon

putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah bagi Majelis

Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang

tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang,  bahwa  Tergugat  pada  hari  persidangan  yang  telah

ditentukan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

hadir  sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil  sebanyak 2

kali,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  98  ayat  (4)  Peraturan  Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 139 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun

1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, pemanggilan kepada

Tergugat  tersebut  harus  dinyatakan  sah  dan  patut,  dan  ketidak-hadirannya

tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan  sehingga  tidak  dapat  didengar  keterangannya,  maka  Tergugat

dipandang  telah  melepaskan  haknya  untuk  menyanggah  dalil-dalil  gugatan

Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima tanpa hadirnya

Tergugat. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Imam as-Syafi’i dalam Kitabnya

”Ahkamul Qur’an” pada Juz II halaman 405 yang selanjutnya diambil alih sebagai

pendapat Majelis, yaitu : 

له              حق ل ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم الى دعي من

Artinya :  "Barangsiapa yang dipanggil untuk menghadap pengadilan, kemudian

dia tidak memenuhinya, maka ia telah berbuat dholim, maka gugurlah

haknya".
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Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim   telah  berupaya  secara  maksimal

memberikan  masukan  kepada  Kuasa  Penggugat untuk  mengupayakan

Penggugat kembali   rukun  dan  membina  rumah  tangganya  dengan  Tergugat

akan  tetapi  upaya  tersebut  tidak  berhasil karena  Tergugat  tidak  diketahui

alamatnya, hal ini sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989 Tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor  3 tahun 2006 dan  Perubahan kedua dengan

Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  gugatannya  mendalilkan  hal-hal

yang  pada pokoknya  menyatakan bahwa  puncak keretakan hubungan rumah

tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2014 yang disebabkan Tergugat

sering  bermain  judi,  Tergugat  sering  bertindak  kasar  kepada  Penggugat  dan

Tergugat telah menyatakan thalak secara lisan kepada Penggugat;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan,  maka  dapat  dianggap  bahwa  ketidakhadiran  Tergugat  tersebut

sebagai bentuk pembenaran/pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat,

oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat

dapat dinyatakan dapat diterima dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat

diterima karena ketidak-hadiran Tergugat di persidangan, namun karena perkara

perceraian mempunyai hukum acara khusus (lex specialis derogat lex generalis),

yaitu harus ada cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat

(2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  termasuk

perlunya  mendengar  keterangan  dari  pihak  keluarga  atau  orang-orang  yang

dekat  dengan Penggugat  maupun Tergugat  sebagaimana dimaksud Pasal  22

ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  jo  Pasal  76  ayat  (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada

Penggugat  tetap  dibebankan  pembuktian  dengan  tujuan  untuk  menghindari

penyelewengan  hukum  dan  guna  mendapatkan  kebenaran  yang  meyakinkan

terkait dengan perkara a-quo; 

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya

telah mengajukan bukti (P.1), dan (P.2) dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim,

secara  formil  bukti-bukti  tersebut  berdasarkan  ketentuan  Pasal  285  R.Bg.,

dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

                                                                       Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2018/PA.Tlg. Hal. 7

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti (P.1), telah ternyata Penggugat beragama

Islam  dan  berdomisili  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Agama  Taliwang,  maka

berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Jo. Penjelasan Huruf (a) angka (9)

Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  Tentang  Perubahan  Pertama  atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus

dinyatakan secara absolut perkara gugatan cerai tersebut menjadi kewenangan

Pengadilan Agama, dan secara relatif  Pengadilan Agama Taliwang berwenang

memeriksa perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  dari  bukti  (P.2)  dan keterangan saksi-saksi,  maka

terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang

sah dan dinyatakan benar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat

telah mempunyai landasan hukum formil;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  selain  mengajukan  alat  bukti  tertulis,

juga  menghadirkan  2  (dua)  orang  saksi  yakni  Saksi   Penggugat  dan   Saksi

Penggugat  dan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil  dan

materil  sebagai  saksi  sebagaimana  ketentuan  Pasal  165-179  dan  Pasal  309

R.Bg., sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangan keterangan saksi-saksi

tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat bukti

tertulis  maupun  saksi yang  diajukan  Penggugat  di  depan  persidangan,  maka

Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa,  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  istri  yang  sah  yang

menikah pada tanggal 17 Februari 2013;

2. Bahwa,  dalam  perkawinan  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat  telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 mulai

tidak  harmonis  dengan  adanya  perselisihan  dan  pertengkaran  yang

disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, tergugat sering

minum-minuman keras dan berjudi;

4. Bahwa antara Penggugat  dengan Tergugat  sudah pisah tempat  tinggal

sejak tahun 2015 hingga sekarang ± 4 (empat) tahun lamanya, dan sejak saat

itu tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat serta Tergugat

tidak diketahui alamatnya;
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5. Bahwa Penggugat tetap bersikeras bercerai dari Tergugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Majelis

Hakim  berpendapat  bahwa  perkawinan  antara  Penggugat  dengan  Tergugat

sudah  pecah  sedemikian  rupa  (break  down  marriage)  dan  sudah  tidak  ada

harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah

hilang  rasa  cinta  dan  kasih  sayang  serta  kedamaian  sebagai  unsur  yang

fundamental  dalam  sebuah  bahtera  rumah  tangga  yang  bahagia  dengan

demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang

yang bahagia dan kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah

tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan pasal 3 Kompilasi

Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur’an Surat Ar-

Ruum: ayat 21 yang berbunyi ;

              

Artinya  :  Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  dia  menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa  tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu  rasa

kasih dan sayang……; 

sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat; 

Menimbang,  bahwa  jika  perkawinan  tersebut  tetap  dipertahankan,

menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih

besar  dibanding  dengan   maslahat  yang  akan  didapat,   karena  antara  satu

dengan yang lain  sudah  tidak ada kecocokan lagi,  sehingga Majelis  Hakim

berpendapat  menolak  mafsadat  harus  didahulukan  daripada  mendatangkan

maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi : 

المصالح جلب من اولى المفاسد درء

Artinya:  “Menolak  kerusakan  lebih  didahulukan  dari  pada  menarik

kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa dari  fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa

perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pecah  dan  tidak  mungkin
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dipertahankan  lagi  dan  apabila  dipaksakan  untuk  dirukunkan  justru  akan

menimbulkan  beratnya  penderitaan  pihak  Penggugat,  oleh  karena  itu

penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian. Sesuai  dengan pendapat

ahli fiqih dalam kitab  Ghoyah al-Marom  halaman 162 yang oleh Majelis Hakim

diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut : 

عدم  واذا طلقة القاضى عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة اشتد

Artinya  :  “Dan  apabila  seorang  isteri  sudah  sangat  benci  (tidak  cinta)  pada

suaminya,  maka,  hakim  (boleh)  menceraikan  perkawinan  mereka

dengan talak satu“;

Menimbang,  bahwa sesuai  Yurisprudensi  Mahkamah Agung RI.  Nomor:

379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: “suami- isteri yang

tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka

rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  dan  pertimbangan-

pertimbangan tersebut di  atas, gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan

Pasal  70  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006

dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal

39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b)  dan

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116  huruf (b)  dan

huruf  (f)  Kompilasi  Hukum Islam di  Indonesia  (KHI),  oleh  karena itu  gugatan

Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak

yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat  2 huruf (c)

Kompilasi  Hukum Islam di Indonesia (KHI), maka perkara ini   diputus dengan

menjatuhkan talak satu ba'in sughra  Tergugat  terhadap Penggugat;

  Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  dalam lingkup  perkawinan,

maka  berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50

tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;
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Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan  perkara ini ;

MENGADILI 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut  ,tidak

hadir di Persidangan;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak  satu  ba’in  sughra  Tergugat  (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat  membayar biaya perkara ini sejumlah

Rp. 581.000,- (lima ratus  delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian  diputuskan   dalam  Rapat  Permusyawaratan  Majelis  Hakim

Pengadilan Agama Taliwang pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 Masehi

bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah. oleh kami Ridwan,

S.H.I.,sebagai Ketua Majelis, Nurul Fauziah, S.Ag., dan Rauffip Daeng Mamala,

S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga

diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Muhammad Saleh S.H., sebagai

Panitera   Pengganti   dengan dihadiri  oleh Kuasa Penggugat  tanpa hadirnya

Tergugat;

Hakim  Anggota I,          Ketua Majelis,

Ttd.     Ttd.

Nurul Fauziah,  S.Ag.          Ridwan, S.H.I.

Hakim  Anggota II, 

           Ttd.

Rauffip Daeng Mamala, S.H.
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Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad  Saleh, S.H.

Rincian Biaya Perkara   :

1. Pendaftaran    Rp       30.000,-
2. Proses Rp       50.000,-
3. Panggilan Rp     490.000,-
4. Meterai Rp         6.000,-
5. Redaksi                        Rp         5.000,-
Jumlah Rp     581.000,-  

     (lima ratus delapan puluh satu  ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Taliwang,

Tamjidullah, S. H.
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